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Penulis
Abstraksi
Konflik dalam suatu organisasi adalah suatu hal yang 'uvajar karena adanya
perselisihan atau pefientangan yang disebabkan oleh perbedaan kebutuhan, nilai dan
kepentingan antara orang yang bekerja bersaina-sama. Konflik biasanya lebih mudah
terjadi di organisasi yang memiliki kelernahan dalam sistenr rnanajernen internal,
sementara pengaruh ekstemal cukup kuat mempengaruhi. Di Indonesia, konflik
terjadi di hampir semua organisasi-organisasi besar yang rnemiliki pengaruh dan
anggota yang besar. Konflik itu terl-adi karena benturan-benturan kepentingan antar
pengums organisasi itu untuk rnenggunakan potensi organisasi untuk kepentingan
politik. Salah satu organisasi )'an-s mengalami konflik internal hebat adalah
Himpunan Ken-rkunan Tani Indonesia (FIKTI). Konflik berarval saat Musyawarah
Nasional (Munas) HKTI, di Bali, pada 13 Juli 2010. tr4unas organisasi tersebut
berakhir kisruh karena salah satu pihak menyatakan pelaksanaan Munas dianggap
cacat prosedur. Salah satu fihak kemudian mengadakan Munas sendiri dan kekisruhan
iru selanjutnya menghasilkan dua kepengurusan berbeda, Kepengurusan yang satu
dipimpin oleh Prabowo Subianto, sedangkan yang lairmya diketuai oleh Oesman
Sapta.
Penelitian ini mendokumentasikan dan menganalisis konflik dalam tubuh organisasi
HKTI. Penelitian ini menemukan, bah'uva konflik lersebut utamanya disebabkan
karena HKTI tidak memiliki budaya organisasi yang parlisipatif. Secara historis,
HKTI dilahirkan melalui proses top-down, sehingga anggota-anggotanya tidak
memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap organisasinya. Pun tidak ada
keseimbangan hak-kewajiban yang diimplementasikan secara ketat. Anggota pada
umumnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap para pemimpinnya dan tidak
membayar iuran secara teratur. Akibatnya manakala elite berkonflik karena
kepentingan politik yang berbeda, anggota lainnya ikut berkonflik dan hanya bersikap
pasif dan terbelah-belah. Tujuan dan core dasar kepentingan petani juga tidak terlalu
diperhatikan karena selama ini mereka tidak memiliki kemandirian dan cenderung
menuruti inisiatif dan kehendak para elit belaka.
Untuk menyelesaikan atau mencegah konflik di inasa datang. penelitian lnr
merekomendasikan agar para anggota HKTI harus merniiiki kepedulian, parlisiirasi.
dan kemandirian yang tinggi dalam mengelola organisasi.
Abstract
Conflict within air organization is a nafural thingbecause of differences needs, values
and interests between its members. Conflicts are usually more likely to occur in
organizations that have rveaknesses in internal management system, while the
influence of extemal is strong. In Indonesia, the conflict occurs in almost all large
organizations rvith large membership. The conflicts occur because of conflicting
interest between the leaders who use the organizations for political purposes. One
organization that has great intemal conflict is the Indonesian Farmers Association
(HKTI). The conflict began on the National Conference of HKTi, in Bali, on July 13,
2010. The conference created organizational split because one party considers that the
General Assembly flawed out of procedure. They then held another national
conference and muddle it further to produce fwo different stewardships. One
ster'vardship is led by Prabowo Subianto, while the other headed by Oesman Sapta.
This study documents and analyzes the conflict within the organization-HKTl The
sfudy found that the conflict is due to HKTI's lack of participative organizational
cuirure. Historically, HKTI born through top-down process, so that its members do
not have a strong sense of belonging to the organization. There is no balance befween
the members' rights and obligations that are strictly implemented. Members in
generai have a high dependence on their leaders and do not regularly pay dues. As a
result, when the elite engage in conflicts because of different political interests, the
seneral members also involved in the conflict and just being passive and split apafi.
The objectives and basic core interests of farmers are also not particuiarly noted since
thei,' do not have the independence and tend to follow the initiative and sheer will of
the elites.
To resolve or prevent such conflict in the future, this study recommends that the
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Lztar Belakang
Konflik dalam suatu organisasi adalah keadaan yang disebabkan oieh perselisihan
atau pertentangan karena perbedaan kebutuhan, nilai dan kepentingan antara orang
1'ang bekerja bersama-sama. Menurut Gareth R. Jones and Jennifer M. George (2010,
h 14):
"Organizational conflict is the discord that arises when the goals, interests or
t,alues of dffirent individttals or groups are incompatible and those
individuals or groups block or thw'art one another's attempts to achieve their
objective"
\da banyak bentuk konflik dalam organisasi. Ada bentrokan tak terhindarkan karena
Densgunaan otoritas formal dan kekuasaan dengan orang-orang dan kelompok yang
:erkena dampak. Ada perselisihan berkaitan dengan bagaimana pendapatan harus
i;oag. bagaimana pekerjaan harus dilakukan, dan berapa lama dan orang-orang harus
::ker.;a keras. Ada ketidaksepakatan yurisdiksi antar individu dan departernen. Ada
- *l: konflik yang rnelibatkan persaingan, kecemburuan, bentrokan kepribadian,
t-ir:ir- dan perjuangan untuk kekuasaan dan kenikmatan.
Konflik seperli itu terjadi di banvak organisasi seperti perusahaan. parlai
:--.;tik. organisasi profesi dan organisasi sosial. Konflik biasanya lebih mudah terjadi
t. i rganisasi yang memiiiki kelernahan dalam sistem manajemen intemal. sementara
'r;r,-i:ruh ekstemal cukup kuat mempengaruhi. Di Indonesia. konflik terjadi di hampir
:3::.:a orqanisasi-organisasi besar yang memiliki pengaruh dan anggota yang besar.
(-..iik itu terjadi karena benturan-benturan kepentingan antar peilgums organisasi
.- *.:ruk menggunakan potensi organisasi uiituk kepentinsan politik.
Salah satu organisasi )'anq nrengalan-ii kontlik interlal hebat adalah
Hinpnnan Kerukunan Tani Inciouesia (HKTI). Konflik berawal saat Musyawarah
Nasional (Munas) HKTI, di Bali, pada 13 iuli 2010. \4unas orqauisasi tersebrit
berarkhir kisnrh karena salah satu pihak {Oesmar.i Sapta) menyatakan pelaksanaan
\lunas dianggap cacat prosedur. Oesman lantas memiiih mengadakan Munas sendiri
dan kekisruhan itu selanjutnya menghasilkan dua kepengurusan berbeda.
Kepengurusan yang satu dipirnpin oleh Prabowo Subianto, sedangkan yang lainnya
diketuai oleh Oesman Sapta.
Dualism'e kepemimpinan Himpunan Kerukunan Tani indonesia (HKTI)
nenunjukkan bahwa suara petani sangat seksi bagi para elit politik. Rebutan kursi
iepemimpinan oleh Prabowo Subijanto, Ketua DPP Gerindra, yang mengaku terpilih
secara aklamasi sebagai Ketua HKTI dengan Oesman Sapta Odang, Ketua Umum
Partai Persatuan Daerah (PPD), yang menyebut dirinya sebagai Ketua HKTI
:andingan. Rebutan suara tersebut terjadi karena keduanya memiliki kepentingan
:.'iitik masing-masing dan berusaha memakai HKTI sebagai kendaraan politik. Suara
:etani dianggap sangat penting bagi elit parpol. Suara mereka sangat signifikan dan
lsa diandalkan dalam pemilu.
Terjadinya dualisme kepemimpinan HKTI itu tentu saja sangat disayangkan.
H': ini karena selain memperkeruh suasana dalam tubuh internai HKTI, konflik juga
:-.::,-iruhkan fokus organisasi itu yang ditujukan pada kesejahteraan petani. HKTI
:.;h:rusn1'a menjadi organisasi petani yang independen dan benar-benar
r--::r.rerhatikan kesejahteraan para petani. Ironisnya, konflik rnuncul, tatkaia harga-
,.::: kornoditi pertanian melonjak tinggi akibat petani nrengalami gagal panen.
P*runrusan N'Iasalah
:,:-:,nanakah anatomi dan taksonomi konflik yang terjadi dalam organisasi HKTI.
:.r .:r: kubu Prabowo Subianto dan Oesman Sapta:
\pakah faktor-f-aktor penyebab konfl ik
. Siapa aktor yang terlibat
o Mengapa konflik menjadi faktual
. Bagaimana proses eskalasinya
. Bagaimana usaha rekonsiliasi yang dilakukan
Tujuan Penelitian
Menjelaskan anatomi dan taksonomi konflik dalam organisasi HKTI beserta berbagai
aspek yang berpengaruh.
Kontritrusi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat:
o Berkontribusi bagi pengembangan kosep teoritis tentang konflik, khususnya
yang terjadi di lingkungan organisasi sosial.
r Berkontribusi secara praktis untuk mengembangkan kerangka manajemen
konflik dan rekonsiliasi konflik.
Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memperkayakhazanah teori manajernen konflik.
khususnya yang berkaitan dengan konflik organisasi.
Manfaat Praktis
Bagi para pelaku manajemen. pengurus. dan anggota organisasi, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pencerahan dan masukan tsntang bagairnana
pencegahal dan penyelesaian konfl ik.
Tinjauan Pustaka
Definisi konflik
Persepsi ancaman, atau kejadian yang sebenarnya dari konflik, diperlukan untuk
inisiasi tindakan pencegahan konflik, dan karenanya adalah penting untuk
mengetahui definis konflik sebelum menjelajahi bagaimana mencegah dan
mengelolanya.
Langkah pertama adalah memahami secara tepat apakah konflik itu. Secara
tradisional, konflik dipersepsikan sebagai hasil dari pertentangan kepentingan yang
disebabkan sumber daya yang langka, perbedaan tujuan dan rasa ftustrasi.l Konflik,
akan tetapi, tidak harus didefinisikan secara sederhana dalam hal kekerasan (perilaku)
atau permusuhan (sikap), tetapi juga termasuk ketidakcocokan atau "perbedaan dalam
memposisikan masalah".
Konflik terjadi sebagai sebuah ketidaksefujuan melalui mana pihak yang
terlibat melihat adanya ancaman berkaitan dengan perselisihan kepentingan-
kepentingan kebutuhan-kebutuhan atau masalah. Dalam definisi sederhana tersebut,
ada pemahaman penting yang muncul:
. Ketidaksepakatan - Secara umum, ada beberapa tingkat perbedaan posisi
dari dua (atau lebih) pihak yang terlibat dalam konflik, Dalam hal ini
ketidaksepakatan versus perselisihan berbeda dari satu sama lain. Konflik
cenderung disertai dengan tingkat signifikan kesaiahpaharnan yang
membesar-besarkan keticiaksepakatan. Jika kita dapat memaharni area
sebenamya dari perselisihan. ini akan mernbantu kita n-iemecahkan masalah
yang tepat dan rnenge lola kebutuhan sebenarnya dari pihak )'ang
berkonllik.
I Lihat Frnst-Otto Czen'rpi.-1. lii.
i981).19t-203.
',:,:,:.' Poiirik : I:in Konll ikunotleII lPaderbom: Schoningh
Pihak yang terlibat - semua orang pasti pemah terlibat dalam konflik.
Kadang-kadang, orang-orang terlibat dalam berbagai titik kesalnaan,
sedangkan waktu lainnya mereka terlibat dalam ketidaksepakatan. Pada
banyak kesempatan, orallg-olang yang dipandang sebagai bagian dari
sistem sosial (misalnya, tim kerja, keluarga, pemsahaan) terlibat dalam
sengketa, walaupun meleka secara pribadi belum tentu metrginginkan
situasi seperti itu atau tidak. Dalam contoh di atas, orang yang sangat
mudalr. "mengambil sisi" berdasarkan persepsi isu-isu kontemporer,
masalah masa lalu dan hubungan, peran dalam organisasi, serta falctor
lainnya.
Persepsi ancaman - Orang-orangyangberada pada suatu konflik seringkali
menanggapi ancaman yang dirasakan, bukan ancaman sebenamya, yang
dihadapi mereka. Jadi, sementara persepsi tidak menjadi kenyataan per se,
perilaku orang, perasaan dan tanggapan yang sedang berlangsung menjadi
dimodifikasi oleh rasa berkembang ancaman yang mereka hadapi. Jika kita
bisa bekerja untuk memahami ancaman sejati (masalah) dan
mengembangkan strategi (solusi) yang mengelola itu (perjanjian), kita
bertindak konstruktif untuk mengelola konflik.
Kebutuhan, kepentingan atau keprihatinan - Ada kecenderungan untuk
secara sempit mendefinisikan "masalah" sebagai salah satu substansi,
tugas. dan kelangsungan hidupjangka pendek. Secara sederhana, selalu ada
kebutuhan prosedural dan kebutuhan psikoiogis yang harus diatasi dalam
konflik, di samping kebutuhan mendasar yang umum disajikan. Dan
ketahanan dari kepentrngan dan keprihatinan pihak yang teriibat
ntelampaui situasi presentasi langsung. Setiap upaya untuk rnenyelesaikarl
konflik secara efektif harus net.nperhitungkan mengambil poin-poin ini.
Konflik dalam Organisasi
Konflik dalam suatu organisasi terjadi ketika orang (atau pihak lain) dalam suatu
organisasi menganggap bahwa, sebagai konsekuensi dar-i perselisihatt, ada ancalrall
terhadap kepentingan dan kebutuhan mereka. Meskipun konflik adalah bagian nonlal
dari kehidupan organisasi karena dapat memberikan banyak kesempatan untuk
pertumbuhan melalui peningkatan pemahaman dan wawasan bersama, ada
kecenderungan untuk melihat konflik sebagai sebuah pengalaman negatif.
Persebgketaan cenderung untuk melihat pilihan yang terbatas dan sumber daya yang
terbatas tersedia dalam mencari solusi, daripada beberapa kemungkinan yang
mungkin ada'di luar kotak'di mana kita memecahkan masalah.
Dalam kaitan itu, ada beberapa poin yang layak diperhatikan:
1. Konflik adalah lebih dari sekedar perselisihan - itu adalah sebuah situasi di
mana orang-orang melihat ancaman (fisik, emosi, kekuasaan, status, d11)
untuk mereka yang baik. Dengan demikian, ini adalah pengalaman yang
berarti dalam kehidupan manusia, tidak sekedar mengangkat bahu dengan
sebuah ucapan, "itu akan berlalu ..."
2. Peserta dalam konflik cenderung merespon berdasarkan persepsi mereka dan
situasi, daripada observasi dan pemikiran yang rasional. Dengan demikian,
orug memfilter persepsi (dan reaksi) mereka melalui, kebudayaan, nilai,
kepercayaan, informasi, jenis kelamin, pengalaman. dan variabel iainnya.
3. Seperti dalam masalah apapun. konflik mengandung dimensi substantif.
prosedural, dan psikologis yang harus dinegosiasikan. Dalan'r rangka terbaik
memahami ancaman yang dirasakan oleh mereka yang terlibat dalan-i suatu
kont-lik, kita perlu mempertimbangkan selnua diir-rensi.
4. Konflik adalah pengalarnan nomrai dalarn lingkungan kerja. Secara urnurt
tiap organisasi dipastikan memiiiki potensi dan situasi yang secara alamiah
bisa muncul sebagai konilik. Dengan demikian. jika kita mengembangkan
prosedur untuk ntenqidentifikasi konflik mungkin rruncul. serla sistent
melalui mana kita dapat mengelola konf'lik secara konstruktif, maka kita
rnungkin dapat menemukan peluang baru untuk mengubah konflik rnenjadi
pengalaman belajar yang produktif.
Metode Penelitian
Tipe Penelitian
Pendekatan p"n"iitiu., ini adalah kualitatif-eksplanatory. Data penelitian ini diperoleh
melalui indept-interview dengan berbagai informan yang dianggap mengetahui kasus
konflik tersebut. Informan diambil dengan teknlk purposive sampling, didasarkan
pada pertimbangan tertentu yakni mereka yang mengetahui duduk persoalan dalam
konflik HKTI. Sejauh mungkin untuk mengecek keabsahan data, penelitian ini
menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni mengecek balik suatu informasi dari
beberapa sumber berbeda2.
Sumtrer Data
Sesuai dengan kaidah metode penelitian kualitatif, sumber data penelitian ini didapat
dari wawarrcara rnendalam (indepth inten'iev'), observasi langsung, dan dokumen
terlulis. Secara umum, data dapat dibagi dalam dua sumber:
a. Data prirner: yakni data yang didapat langsung oleh peneliti rnelalui
\l,awancara dengan infoman, yang daiam hal ini adalah pengurus F{KTI baik
dari kubu Praborvo maupulr Oesman Sapta.
r Denzin (2006) mengidentifikasi beberapa jenis teknik triangulasi. Salah satu -jenis melibatkan
konvergensi dari beberapa suntber data. Jenis lain adalah triangulasi metodologis. -u-ang meiibatkan
konvergensi data dari sumber pengumpulan data ganda. Prosedur triangulasi ketiga adalah triangulasi
penyidik, di mana beberapa peneliti terlibat dalam suatu pen-veiidikan. Prosedur lain dapat digunakan
untuk meningkatkan pemahaman dan I atau kredibilitas penelitian. Ini termasuk penelitian atau audit
penl'elidikan. peer debriefing. dan nrencarr kasus negatif dalan bidang r attg ntltnskin diinierytrerasi
secara keliru.
b. Data sekunder: yakni data yang berasal dari literature berupa buku, berita
Koran dan rnedia lain, sefia laporan penelitian-penelitian sebelumnya.
BAB II: FUSI YANG DIREKAYASA DAru ATAS: SEJARAH
HKTI
organisasi Rakyat Tani dalam Politik dan Pemerintahan Indonesia
Sejak masa awal kemerdekaan, sejarah organisasi petani di Indonesia memiliki
nuansa politis yang kental dibandingkan dengan nuansa professional. Organisasi
petani pada umufilnya, bahkan mungkin seluruhnya, dibentuk oleh partai-partai
politik yang ingin mendapatkan dukungan suara petani dalam Pemilu (pemilihan
umum). Pola pembentukan organisasi itu bersifat top-down (dari atas ke bawah),
tidak bottom Ltp (dari bawah ke atas). Akibatnya dinamika gerakan organisasi-
organisasi petani seringkali justru berorientasi politik daripada urusan pertanian. Pola
seperti ini terbentuk sejak berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang
berhasil dibentuk pada tanggal 27 Agtstus 1945. KNIP beranggotakan 135 orang.
tennasuk bekas anggota PPKI (Panitia Persiapa+ Kemerdekaan Indonesia) yang
diangkat oleh Presiden dan Wakil Presiden. Padd 24 September 1945 Kabinet
Presidentil pertama terbentuk. Presiden, atas dasar refbrendum dari KNIP, pada
akhirnnya pada tanggal 16 Oktober 1945 memberikan fungsi-fungsi DPR dan MPR
kepada KNIP. Selanjutnya pada tanggal l7 Oktober 1945 berhasil dibentuk Badan
Pekerja KNIP (BP-KNIP) sebagai pelaksana tugas sehari-hari KNIP. yang
beranggotakan 15 orang dan dipirnpin oleh Syahrir dan Arnir Syarifudin'
Kcmudian kondisi dan dinamika politik Indonesia terus berkembang menuju
bentuk parlementer. KNIP berhasil niendesak Pemerintah pada 14 Nopember 1945
untuk merubah bentuk Presidentil rncnjadi bentuk Kabinet dengan dipimpin oleh
seorang Perdana Menteri. Selanjutn.va daiam sidang tanggal 25-27 Nopember 1945.
anggota BP-KNIP yang semula berjumlah 15 orang ditanibah menjadi 25 orang.
dengan rincian 8 orang meu'akilr unsur daerah dan 17 orang rnervakili unsur golongan
kcnasyarakatan sepetli t'uiiii,. i.lrri. peiruda- dan kekuatan nasional demokrat.
termasuk mewakili etnis Cina. Inilah yang merupakan pintu pennulaan bagi
keterlibatan petani dalam bidang politik dan pemerintahan.
Kedudukan wakii dari masyarakat tani daiarn politik dan pemedntahan.
semakin kuat setelah pada tanggal 29 Desember 1945, ketika Presiden mengeluarkan
dekrit untuk menambah komposisi keanggotaan KNIP menjadi 514 orang.
Rinciannya adalah 222 mewakili golongan politik, 78 orang rnewakili unsur daerah,
dan golongan lain-lain sebanyak 121 orang. Organisasi yang tergolongkan dalam
kategori baru adalah buruh dan tani, dimana masing-masing memiliki wakil sebanyak
40 orang. Mulai saat inilah petani dan buruh secara proporsional dapat menyalurkan
aspirasi mereka. Sayangnya dalam perkembangan kemudian, organisasi petani yang
terbentuk diinfiltrasi oleh partai politik khususnya PKI (Parlai Komunis Indonesia) -
sementara partai politik lain juga membentuk organisasi petani lainnya- sehingga
gerakan dan dinamika mereka sangat sarat bermuatan politik daripada sepenuhnya
memperj uan gkan kepentingan petani secara professional.
Lahirnya Ormas-Ormas Tani
Sebelum dikeluarakannya Maklumat Pemerintah bulan Nopember 1945, sebagai
dasar kelahiran multipartai. pada tanggal 10 Nopember 1945 telah dibentuk
organisasi buruh bemama Barisan Buruh indonesia (BBI), dan pada tanggal 2A
Nopember 1945 lahir orgar.iisasi tani bemama Barisan Tani Indonesia (BTI). Setelah
Maklumat X dari pernerintah tentang pembentukan parlai politik. maka BBI dalam
kongres pedama di Yog,vakarla pada bulan Nopernber 1945 nterubah statusnya
n-renjadi partai politik. dengan nama Parlai Buruh Indonesia (PBI). Akan tetapi. BTI
tidak merubah statusnya sebagai partai politik^ dan tetap meirjadi organisasi massa
yang independen.
Pada tanggal 24 Nopember 1946. pemerintah menyerah kepada kehendak BP-
KNIP untuk ntentbentuk Klb:lci rersi baru yang dipimpin oleh Perdana Mcttten
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Syahrir. Hal itu, selain merupakan awal dari penyeiervengan terhadap UUD 1945,
juga merupakan awal dari dilaksanakannya sistem demokrasi liberal di Indonesia.
Secara otomatis dengan sistem demokrasi liberal menjadikan iahan subur dalarn
terbentuknya rnulti parlai" multi ideologi poiitik, dan dominasi parlai politrk dalam
parlemen, yang selanjutnya berdampak negatif pada labilnya pernenntahan. kabinet
jatuh bangun silih berganti, sehingga pembangunan untun rnensejahterakan rakyat
terabaikan, dan yang mengkhawatirkan lagi adalah terancamnya persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia. Maka menurut Soekarno (Bung Kamo), demokrasi liberal
di Indonesia harus ditentang dan dicarikan sistem demokrasi yang sesuai dengan jiwa
dan budaya bangsa Indonesia.
Dari Soekarno muncul dua usul penting, yaitu yang pertama adalah agar
disusun Kabinet Gotong Royong yang mendapatkan dukungan penuh dari semua
partai politik, sehingga tidak ada lagipartai pemerintah dan partai oposisi. Usul kedua
Soekarno adalah agar dibentuk Dewan Nasional (DENAS), yaitu suatu badan yang
beranggotakan unsur-unsur golongan fungsional, yaitu tani, buruh, militer, wartawan,
pemuda, keagamaan, cendekiawan, wanita, dan lain-lain, dan akan dipimpin langsung
oleh Soekarno sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya. yaitu pada tahun
1958, Soekamo mencarikan istilah pengganti bagi golongan fungsional dengan
"Golongan Karya" yang berarti suatu golongan yang memiliki jenis atau lingkungan
kerja di tengah kehidupan masyarakat.
Selanjutnya pada bulan Mei 1957, pernerintah mengunumkan terbcntuknya
Dervan Nasional (DENAS). yang dilantik pada tanggal i2 Juli 1957. Sebagai Ketua
DENAS adalah Soekamo, dan Wakilnya adalah Ruslan Abdul Gani dan unsur-unsur
dari keempat angkatan bersenjata sebagai lr.akil secara ex o//icio. DENAS
beranggotakan 14 wakii unsur daerah dan 21 
"vakil 
golongan fungsional (golongan
karya). Unsur tani mendapat jatah kursi sebanyak 5 orang.
Lima hari setelah terbentuknya Denas, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Juli
1957 - Angkatan Darat mempelopori terbentuknya Badan Kerja Sama (BKS)
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golongan fungsional dengan rniliter. Pada bulan September 1957 terbentuk BKS
TAMIL (Tani-Militer), BKS BUMiL (Bumh-Militer), BKS PM (Pemuda-Militer),
dan lain sebagainya. Khususnya BKS TAMIL dinyatakan sebagai golongan terbesar
dari rakyat Indonesia.
Adanya Pemilu tahun 1955 secara tidak langsung juga memberikan ekses atau
pengaruh yang besar dalarn lahimya ormas-orrnas tani. Masing-masing partai politik
memandang penting untuk menggerakkan kader-kadernya untuk berkampanye
menarik simpati masyarakat petani. Maka dari masing-masing parlai politik
memandang perlu untuk membentuk orrnas-orrnas tani. Terkecuali adalah PKI (Partai
Komunis Indonesia), karena PKI telah menyusupkan kader-kadernya di Barisan
Buruh Indonesia (BTI) yang sudah ada sebelumnya.
Dari dasamya itu, maka lahirlah beberapa orrnas tani yang berafiliasi langsung
dengan partai politik. Ormas-ormas tani tersebut lahir baik sebelum maupun setelah
Pemilu tahun 1955 dilaksanakan. Seperli Persatuan Tani Nasional Indonesia
(PETANI), yang berafiliasi dengan PNi, terbentuk pada bulan Mei 1948. Sarikat Tani
Islam indonesia (STII), adalah orrnas tani sayap dari Partai Masyumi, yang mulai
aktif sejak Oktober 195i, Persatuan Tani Nahdlatul Ularna (PERTANU) adalah
orrnas tani sayap Partai Nahdlatul Ularna, mulai aktif sejak Februari 1952. Partai
Ikatan Pendukung Kemerdekaan indonesia (IPKI) membentuk Kesatuan Tani
Pancasila, yang disingkat "KATA PANCASILA''.
Selain itu. ada parlai-partai kecil yang luga memiliki onnas tani. antara lain
adalah: Partai Kristen ntemiliki omas tani dengan nanla Persatuan Tani Kr-isten
Indonesia (PERTAKIN). Omas tani yane berafiliasj kepada Parlai Katolik betnama
ikatan Petani Pancasila (lP PANCASILA). Omas tani milik PSII bemama Gerakan
Tani Syarikat Islarn (GERI-ASi). Panai Murba memiliki ormas tani bemama
Persatuan Tani (PERTA). Onlas tani yang berafiliasi dengan PSi bernarna Gerakan
Tani Indonesia (GTI). Onnas tani PERTI bemama Petani Tarekat Islarn Seluruh
Indonesia tPETISI), Sc'laiit riii. selak tahun 1960 muncul pula organisasi-organisasi
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kekuatan pendukung Dekrit Presiden 1959. seperti KOSGORO' MKGR
(Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), dan juga SOKSI. Organisasi-
organisasi ini juga rnemiliki omas tani sebagai sayapnya, yaitu Warga Tani
KOSGORO, Gerakan Tani MKGR, dan Rukun Tani Indonesia (RTI)-SOKSI. Dan
orrnas -orrnas tanipun semakin bertamb ah banyak'
Lahirnya HKTI: Dimulai dari Fusi Ormas-ormas Tani
Seperti disebutkan di atas, dengan adanya inisiatif dari golongan Militer dibenfuklah
Badan-Badan Kerja Sama (BKS). Termasuk Badan Kerja Sama Tani (BKS-Tani).
Selanjutnya, atas dorongan pernyataan Menteri Pertanian pada Hari Tani
Nasional tahun 1972 yang menyebutkan bahwa Hari Tani Nasional akan diganti
menjadi Hari Krida Pertanian pada tanggal 21 Juni, dan akan mengadakan Pertemuan
Nasional (Penas) Kontak Tani setiap dua tahun sekaii, serta dikelompokkannya
sembilan partai politik menjadi dua partai politik, yaitu Partai Persatuan
Pernbangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDf). Maka timbullah inisiatif
untuk membentuk satu wadah onnas tani.
Hingga tahun 1968, ormas tani berjumlah 15, yaitu:
Persatuan Tani Nasional Indonesia (PETANI);
Persatuan Tani Nahdlatul Ularna (PERTANU);
Gerakan Tani Sarekat Islam;
Petani Sarekat Isian.r Indonesia (PETISI);
Kesatuan Tani Pancasila (KATA PANCASILA):
Persatuan Tani (PERTA):
Persatuan Tani Kristen indonesia (PERTAK1N);
Ikatan Petani Pancasila (IP PANCASILA);
Warga Tani KOSGORO:
1)AJ
10. Rukun Tani Indonesia (RTI)-SOKSI:
1 1. Gerakan Tani MKGR;
72. Gerakan Tani Indonesia (GTI);
I3. Sarikat Tani Indonesia (SAKTI):
14. Gerakan Tani Muslim Indonesia, dan
15. Sarekat Tani Islam Indonesia (STII).
Dari kelima belas ofinas tani tersebut, kesemuanya menyetujui untuk dibentuknya
satu wadah ofinas tani, kecuali STII. Penolakan STII untuk membentuk satu wadah
ornas tani adalah didasarkan pada dua alasan, yaitu: pertama, adanya kecurigaan
bahwa adanya wadah tunggal orrnas tani tersebut dipaksakan oleh pemerintah; kedua,
ia berpendapat bahwa seharusnya keputusan tersebut diambil setelah masing-masing
ofinas tani melakukan Muktamar Nasionalnya, apakah setuju atau tidak untuk
melebur ke dalam satu wadah ormas tani.
Mulai awal Januari 1973, pimpinan periodik Presidium BKS-Tani dijabat
sebagai Ketua Z.J. Apituley (Warga Tani KOSGORO) dan Sekretaris Drs. Heroe
Soeparto (Gerakan Tani MKGR). Selanjutnya dalam rapat pleno BKS-Tani pada
Maret 1973 diputuskan unfuk membentuk sebuah Tim Sembilan (beranggotakan 9
orang), yang mengemban tugas untuk melakukan penjajagan dan persiapan tentang
kemungkinan dilakukan restrukturisasi Organisasi Massa Tani di Indonesia. Anggota
Tim Sembilan adalah: 1. Ketua. Z.J. Apituley (Warga Tani KOSGORO); 2.
Sekretaris, Heroe Soeparto (Gerakan Tani MKCR); :. An-egota. H.M. Munasir
(Perlanu): 4.Anggota. Imam Chunnen (Perranu): 5. Anggota" Sudjarwo (Petani); 6.
Anggota. Mustata Supangat (Kata Pancasiia): 7. Anggota. Ateng Suhardi Atmaja
(Pefia): 8. Anggota. Moh. Thoha (Warga Tani Kosgoro): 9. Anggota. Iskandarsyah
(RTI-Soksi).
Tirn Sembilan muiai bekerja penuh sejak tanggal 3 Apnl sampai tanggal 2l
April 1973. Tim Sembilan mendapatkan bantuan dari Kolonel Sumardan dari BAKIN
{Badan Koordinasi Inteli.jen Negara). sehingga se-jak tanggai 1.-5 April 1973 Tirr
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Sembilan mendapatkan fasilitas satu ruang pertemuan yang iebih aman dan nyaman
di Jalan Senopati, Jakarta.
Setelah bekerja secara narathon, dan terus berkonsultasi dengan pihak-pihak
terkait yang berkompeten di bidangnya, yang pertatna dilakukan oleh Tin-i Sernbilan
adalah menentukan nama organisasi. Atas usulan dari Heroe Soeparlo. maka
disepakatilah nanta organisasi yang dipakai adalah Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia disingkat HKTI. Dan selanjutnya pada tanggal 21 Apnl 1973 disepakati
Rancangan Anggaran Dasar Organisasi. Adapun Anggaran Rumah Tangga
diserahkan kepada pimpinan organisasi yang akan dibentuk. Selanjutnya Tim
Sembilan menentukan nama calon Ketua Umum organisasi yang baru. Dari rapat Tim
Sembilan pada tanggal 21 April 1973, maka muncullah Martono sebagai calon
tunggal Ketua Umum organisasi yang baru. Martono adalah Ketua Umum Warga
Tani Kosgoro, dan juga seorang tokoh Golkar pemenang Pemilu tahun 1971.
Pada tanggal 24 Apnl 1973 Tim Sembilan menyampaikan hasil kerjanya
kepada BKS-Tani. Laporan kerja Tim Sembilan disampaikan oleh Z.J. Apituley
selaku ketua Tim Sembilan dalam rapat BKS-Tani. Keputusan dari rapat tersebut
adalah mengamanatkan kepada Z.J. Apituley untuk segera melaksanakan
Musyawarah Top (Mustop) Pimpinan Ormas Tani anggota BKS-Tani.
Mustop Pimpinan Ormas Tani Airggota BKS-Tani berhasil dilaksanakan pada
tanggal 26 April 1973 pukul 19.00 WIB, berlempat di sebuah rumah makan
sederhana "Galiga''. di jalan Wahid Hasyim Jakarla Pusat. Agenda dari Mustop
tersebut adalah mendengarkan hasil kerja Tim Sernbilan dan penielasan Matlono
selaku Ketua umum omas Tani yang baru' Dan akhir dari N4us1'au'arah adalah
pembacaan naskah deklarasi. i'embacaari naskah deklarasi tersebut dilaksanakan tepat
pada pukul 00.30 WIB, tanggal 27 Apnl 1973. Maka hari lahir HKTI diperingati pada
setiap tanggal 27 Apil.
1r!)
HKTI: Dari Tahun 1973-2010
1.1.1. Kepemimpinan Ketua Umum Martono: 1973-1992
Martono menjabat sebagai Ketua Umun'i HKTI nulai dari tahun 1973
sampai dengan 1992. la dipiiih dalarn Munas I HKTI tahun 1979, Munas II
HKTI tahun 7984, dan Munas III HKTI tahun i989.
HKTI sebagai ornas tani yang baru tidak bersifat federatif, akan bersifat
peleburan (fusi) atau penyaturagaan segenap komponen ornas-orrnas tani. Maka
dari itu, tugas pertama yang diemban oleh Martono sebagai Ketua Umum HKTI
yang pertama adalah melakukan konsolidasi fusi struktural, baik vertikal maupun
horizontal.
Selain itu, pada masa kepemimpinan Ketua Umum Martono mulai
dicantumkan tentang antribut organisasi dan lambang organisasi, serta ketentuan-
ketentuan organisasional lainnya ke dalam Anggaran Dasar Organisasi. Di
internal organiasasi dibentuk Badan Khusus (Basus), yang terdiri dari Basus
Wanita, Basus Pemuda, Yayasan Pembangunan Pertanian Pedesaan Indonesia
(YP3I), Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH), Basus Penelitian
dan Pengembangan (Litbang), dan Direktutium Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat).
Martono, selaku Ketua Umum HKTI juga rnelakukan beberapa kerjasama
dengan organisasi-organisasi eksternal. baik organisasi non pemerintah maupun
dengan organisasi penrerintahan. Mafiono juga menjalin hubungan baik dengan
Presiden Soeharto pada lvaktu itu. Selain itu. HKTI di barvah kepernimpinan
Martono juga rnengadakan kerjasama atau hubungan dengan pihak internasional,
antara lain dengan Internotional Federation Agrictitural Producer {IFAP). Tani
ASEAN. Internotiotnl Federation o.f Plonlatictrt Agriculturctl and Alied ll/orker
(IFPAAW), AIRD dan CENDDHRA. Konrqd Aclenatrer Stiftmtg (KAS), Alantbo
('ot'Jttl'tttiolt (\antbo Cllp t.
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1.1.2.Kepemimpinan Ketua Umum H.\I. [snrail: 1993-1999
Munas IV sehailsnl'a dilaksanakan pada tahun 1994. Pelaksanaannya
dipercepat untuk nterespon keinginail dari Ketua Lmum Marlono yang sedang
sakit keras, dan dapat meletakkan jabatarull'a sebagai Ketua Unlum secala
demokratis. Mafiono meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1992, dan
masih daiam kapasitasnya sebagai Ketua Umum HKTI-
Munas IV berhasil menetapkan HM Ismaii sebagai Ketua Umum dan Ida
Bagus Putra sebagai Sekretaris. Masa kepemimpinan HM Ismail adalah masa
''lesu darah". Kehidupan organisasi masih tertolong dengan adanya dana banfuan
dari hasil kerjasama HKTI dan KAS. Akan tetapi, dana dari KAS tersebut juga
tidak dapat digunakan secara tepat guna, dan hanya habis untuk keperluan
perjalanan ke luar negeri sebanyak 1 8 kali.
Melihat kondisi organisasi yang demikian, Solihin GP dan kawan-kawan
membentuk HKTI Reformasi yang berkantor di Jalan Angkasa Raya No' 18
Jakarta Pusat. Yang terlibat aktif dalam HKTI Reformasi ini adalah Solihin GP,
Ir. HL Gaol, Asral SH, Sam Patty, Heroe Soeparto, Hasan Sulaeman, Marwoto,
Kusdiono, dan Sutanto. Selanjutnya untuk menangani kegiatan-kegiatan
operasional, HKTI Reformasi membentuk lembaga berupa yayasan yang diberi
nama "GERBANG UTAMA" (Gerakan Pembangunan Usaha Tani Mandiri).
l.l.3.Kepemimpinan Ketua Umum Sislvono Yodho Husodo: 1999-2004
Llntuk rnengakhiri masa kepemimpinan HM Ismail sebagai Ketua Umun.t
HKTI adalah hams menunggu diadakannya Munas V sebagai satu-satunya jalan
konstitusionai organisasi dan demokratis. Munas V dilaksanakan pada bulan
Februari 1999. Munas V bethasil menetapkan Sislvono Yudho Husodo sebagai
Ketuit Umurr. dan Ilanbang Ismau'an sebagai Sekretaris Jendral.
Masa keperi.umpinan Sisu,ono dianggap sebagai masa bergairahnya
kernbali geliat pertanian HKTI. Beberapa program dijalankan dengan baik dalam
masa kepemimpinan Sis,rouo ini. Seperli Prog-anl Penguatan Petani. yang
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rneliputi Program Sertifikasi Tanah, Pengembangan Agribisnis, Pengembangan
Keuangan Mikro. Serta mencanangkan Pengernbangan Program Rintisan,
Advokasi Pertanian, dan peningkatan kedisiplinan organisasi.
1.1.4. Kepemimpinan Ketua Umum Prabowo Subianto: 2004-2009
Prabowo Subianto dipilih melalui Munas VI HKTI yang diselenggarakan
pada tahun 2004, yaitu setelah diselenggarakannya Pilpres.
Tidak seperti masa kepemimpinan Siswono, masa kepemimpinan Prabowo
dianggap kembali pada masa "lesu darah" dan stagnasi organisasi. Yang te4'adi
adalah pada tahun 2004 sampai2005, diadakan Audiensi dan juga beberapa MoU
(Memorandum of tJnderstanding), akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut tanpa
dibarengi dengan adanya progfam-program aksi yang nyata. Mulai tahun 2006
sampai tahun 2008 adalah masa stagnasi organisasi tanpa adanya program kerja
yang jelas.
Munas VII HKTI Tahun 2010 yang Bermasalah
Masa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI,
secara organisatoris berakhir pada bulan Desember 2009. Akan tetapi, Munas
baru dapat dilaksanakan pada bulan Juli 2010, tepatnya pada tanggal i3 Juli 2010
dan bertempat di Hotel Inna Grand Sanur-Bali.
Pada Munas VII muncul beberapa nama calon Ketua Uinun. antara lain
adalah Jafar Hafsah. Titiek Soeharto. dan Oesman Sapta Odang. Dan dari
sebanyak 30 Pengurus Provinsi HKTI se Indonesia, dalam Munas VIi tersebtit,
meryetujui untuk diangkatnva kembali Prabou'o SLrbianto sebagai Ketua Utrum
HKTI kernbali. untuk periode masa tahun 2010-2015. Disetujui pula dari iiasil
Munas VII Fadli Zon sebagai Sekretaris Jendral HKTI. Beberapa pengurus
menyatakan keputusan ini adalah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangaa Organisasi HKTI.
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Akan tetapi, ada beberapa dari peserta sidang yang merasa tidak puas
dengan hasil Munas VII yang menetapkan Prabowo sebagai Ketua Umum, dan
Fadli Zon sebagai Sekretaris Jendral, Mereka yang tidak puas menyatakan bahwa
terdapat pelanggaran AD/ART yang diiakukan oleh kepengurusan HKTI
kepemimpinan Prabowo, semenjak perencanaan Munas sampai pada pelaksanaan
Munas. Tokoh-tokoh penting HKTI yang tergabung dalam kelompok ini adalah
Heroe Soeparto (Pendiri HKTI), dan Siswono Yudho Husodo (Mantan Ketua
Umum dan menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Organisasi periode
2004-2009).
Kelompok yang tidak puas dengan hasil Munas VII selanjutnya
menyatakan sebuah pernyataan sikap penolakan terhadap hasil Munas VII, yang
diteruskan dengan menyelenggarakan Munas VII lanjutan di Hotel Aston
Denpasar Bali. Dan dari Munas tersebut berhasil menetapkan Oesman Sapta
Odang sebagai Ketua Umum dan Benny Pasaribu sebagai Sekretaris Jenderal.
Seiak saat itulah teriadi dualisme kepengurusan hingga saat ini.
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RAR III: DIMENSI POLITIK DALANI KONFLIK HKTI
Antara Konflik N{ekanisme Organisasi dan Konflik Antar Partai Politik
Seperti telah disinggung dalam bab sebelumnya, HKTI adalah suatu organisasi yang
bergerak di bidang pertanian yang merupakan hasil fusi atau penggabungan dari 14
orrnas tani yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Ormas Tani.
Sejak berdirinya hingga sekarang ini, HKTI setidaknya telah melaksanakan
tujuh kali Musyawarah Nasional (Munas) dan telah memiliki lima nama Ketua
Umum. Diantaranya adalah Madono (1973-1992), H.M. Ismail (1993-1999),
Siswono Yudo Husodo (1999-2004), Prabowo Subianto (2004-2009), dan kemudian
pecah dalam periode selanjutnya dengan duo kepemimpinan Prabowo Subianto dan
Oesman Sapta (2010-2015). Dalam suksesi pengangkatannya, hampir semua Ketua
Umum tanpa ada masalah. Hanya saja dalam suksesi pengangkatan Prabowo
Subianto untuk kedua kalinya dalam Munas VII di Bali, timbul konflik antar
Pengurus Nasional HKTI. Hingga dari konflik tersebut timbul pula dualisme
kepengurusan HKTI. Di satu sisi kepengurusan yang menyatakan diri diketuai oleh
Prabowo Subianto, dan yang lain menyatakan diketuai oleh Oesman Sapta. Mengapa
demikian?
Mereka yang ada di jajaran kepengurusan HKTI t'ersi Oesman Sapta
menyatakan bahrva Prabovu.o Subianto tidak rlcnjaiankan roda organisasi sesuai
dengan AD/ART dan pedornan organisasi. untuk selanjLrtnl,r a-sar tetep bisa
nrenjadikan IIKTI sebagai kendaraan politik Prabou'o clalatn trenuju Pemilu periode
mendatang. Di sisi lain jajaran kepengurusan FIKTi r.'ersi Prabou'c'r Subianto
tnenyatakan bahrva di dalarn konflik dualisme ini. ada semansat untuk merebut
kembali tampuk pimpinan HKTI seteiah Prabor.vo menjadi Ketua Umum dan
rnenjadikan gaung organisasi HKTI semakin meluas ke seluruh pelosok Nusantara.
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Jusmi Dwi Atmoko. Wakil Ketua HKTI Pror,insi Jarva Tengah versi Oesman
Sapta, menyatakan bahwa Prabowo ingin rnenjadikan HKTI sebagai kendaraan
politiknya menuju Pemilu periode selanjutnya tahun 2Al4.Ilntuk itu Praborvo lrarus
tetap rner-rjadi Ketua Umun-i HKTL Demi mencapai tujuannya itu. maka apapun akan
dia lakukan temasuk apabila melanggar AD/ART organisasi. Jusmi mengatakan,
"Berkaitan dengan Gerindrct, nampaknya Prabowo ingin tetop
memegang HKTI dan ntenggunakannya sebagai alat politiknya.
Untuk itu Prabov'o dalam Munas ke-7 di Bali melalukan
langkah-langkah untuk mev'ujudkan keinginannya tersebut. Di
antaranya adalah ntelakukan pelanggaran terhadap AD/ART
organisasi, dan pengttrus lama tidak mendcrpatkan undangan
untuk menghadiri Munas tersebut. Bahkttn Ketua Badan
Pertimbangan Organisasi, Pak Siswono Ytrdho Husodo, juga
tidak mendapatkan undangan. Dan masih banyak lagi
pelanggaran terhadap AD/ART organisasi yang dilakttkan. "3
Secara lebih mendetail, Heroe Soeparto, Sekretaris Badan Pertimbangan
Organisasi DPN HKTI versi Oesman Sapta, yang juga satu-satunya pendiri HKTI
yang masih hidup, menguraikan pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART
organisasi yang telah dilakukan oleh Prabowo dan teman-temannya. Heroe
mengatakan,
" Berav'a[ dari Munas'HKT] ke-7 di Bali ycutg dijolankan tidak sesuai dengan
AD/ART organiscrsi. Diantaranyo adalcth Panitict Munas yang seharusn))ct
dinutiuk oteh DPN, pada lvhutus tersebLtt ditunjuk secara sepihak olelt
Prabov,o. .Junt{ah pescrta .jtga tidak clisahkan oleh DPN. Don sehorttstlro
atla ttndangon lerlumpir, padu l[Lnas ]IKTI 7 Bali surat undangan di-entail
kepada tiap Devctn Pengttnts Prot'insi. Dat'i sano kanzi ntenga]lggap bahva
Mtnas ini suclcrh ticlak lagi sehttl."r
r Hasil \1ra\r.'ancara dengan Jusmi l)u i Atmoko (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jateng, t'ersi OSO).
berrempar di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Pennata Hijau. AA No,21 Semarang). Pada 7 .luli
201 1. Pukul I3.00 WIB - Selesai
{ Hasil \\,a\vancara dengan Heroe Soepano (Pendin HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi OSO).
bertenrpar di KantorlJKfl (-li Dr Sairir tJ-13. Casablanka Jaksel). pada l-5 iuli 1011. Pukul 11.00
WIB-Selesai
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Begitu juga dengan Isa Harun, salah satu Wakil Sekretaris Jendral DPN HKTI
versi OSO, mengatakan hal yang senada. Bahu,a menurut dia ada beberapa hal yang
sifatnya prinsipil yang telah dilanggar dalam pelaksanaan Munas di Bali. Menurut
Isa-
"Yang prinsipil adalah, Pertama, bahv,a Prabov'o tidak menjalankan roda
organisasi sestni dengan AD/ART. Probou'o rnengelola organisctsi tidak lagi
clijalankan secara kolektiJ tagi, semisol setiap perten'Man tidak pernah
quorum. Kedua, di dalam perencanaan pelaksanaan Munas seharusnya ada
Rapat Pleno Pengttrtts Nasional. Yang terjadi adalah sebalibrya, Munas di
Bili kemarin tanpa ada Rapat Pleno. Ketiga, SC dan OC sehantsnya ditunjuk
oleh hasil rapat Pengttrtts Harian DPN HKTI, itu juga tidak terjadi-
Keempat, materi Mtmas seharusnya disebarluaskan kepada peserta Mtmas.
Yang terjadi adalah materi Mtmas hanya dibahas di lingkup mereka sendiri.
Kelima, terjadi pembreidelan hak stnra peserta Mrmas, di mana peserta dari
Pengurus Kabttpaten/Kota tidak mendapatkan hak sttara di dalam Munas.
Padahcl seharusnya yang memiliki hak suara dalom Munas adalah Pengurus
Kabupaten/Kota bukan Pengttrtrs Provinsi. Di clalam Munas Bali kemarin,
Pengurtts Provinsi yang memiliki hak sltara, dan Prabowo dipilih secara
aklamasi karena lebih dori 5a%o pengttrun Prot'insi menghendaki Probow'o
menjadi Ketua (Jmtmt, ada yang mau protes ticlak diperbolehkan. Aturan
pemilihan Ketua (Jmttm secara aklamasi seharusnvct oleh 50%+1 dari
jtmlah Pengurus Kabtpaten/Kota. ")
Karena ini sudah menyangkut hal yang sifatnya prinsipil. maka hasil Munas
Bali, yang mendaulat Prabowo rnenjadi Ketua Umutn, nenurut pihak HKTI versi
OSO tidaklah sah. Dan mereka bersikeras menyatakan bahrt'a aturan organisasi harus
ditegakkan. Maka dibentuklah kepengurusan baru dengan Ketua Unrunr Oesman
Sapta.
Berbeda dengan ;,ang disampaikan di atas, Cahvo" Wakil Ketua DPP HKTI
Provinsi Jau,a Tengah Bidang OKK versi Prabor.vo. melihat iatar belakang histons
terjadinya konflik dualisrne di HKTI adalah upaya perebutatr kerlbaii HKTI" yang
: Hasil \\,a\\ancara clengan Isa IIanrn (\\'akil Sekien DPN HKll rersi OSO). bertenrpat dt Kartior
IIKTI (.t1. Dr. Satrio C.l- I S, Casablanka iaksel). pada ?6 -luli 201 l Pukul l 0.Ofl \\'IB-Se 1r:rr
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pada dahulunya seolah-olah underbov' Golkar. dan Prabrrr\ o Yang tidak lain adalah
Ketua Dewan Pembina Parlai Gerindra. Menurut Cahr o.
"Kalcnt berbicara tentang latar belakang se.jorah. moka kita hants melihol lie
depan dan ke belakang. Ke clepan kito hants nteliJtat bohv'ct patlct lolttnt 2014
nterupakan ajang pestLt dentokrasi rattg jttga rrterttpcrkan ajang pertmang:an
antar politisi dan juga partoi politik. Sedangkan HKTI merttpakan instrunten
kecil yang digunaknn oleh Prabov'o. Ke belnkang, kita hartn melihat baht+'a
HKTI ini didirikan pada ntaso kepemimpinannya pak Suharto. Jadi pada
masa ittt masih one mon show, dimana kontrol masih songat ketat. Dctri sana
banyak tokoh HKTI mentpakan jttga tokoh Golkar. Maka kita melihat
seakan-akan HKTI ini adalah underbow dari Golkar.... Akan tetapi, dinamika
politik yang ada setelah munculnya Gerindra adalah seolah-olah HKTI ini
me_rttpakan milik Gerindra. Meskipun tidak harus demikian. Dan dinamikrt
politik seperti ini, nrcmbuat kelompok lain, politisi lain, atau partai politik
lain cemas. Maka pada Munas di Bati, terjadilah konflik perpecahan ini. "6
Jadi menurut Cahyo, konflik dualisme kepengurusan HKTI adalah konflik
yang memang sudah didesain untuk kepentingan politik Parlai Politik tertenfu untuk
menuju Pemilu 2014. Jadi secara tidak langsung konflik yang di HKTI bukan konflik
antar pengurus, akan tetapi konflik antar Partai Politik.
Seperti yang disampaikan pula oleh Manimbang Kahariady, Ketua DPN
HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga versi Praborvo, bahwa sangat dimungkinkan
Partai Politik berperan dalam konflik dualisme kepengurusan HKTI ini.
"Merurut sa\)a songat nnmgkin Partai Politik berntain di dalam konflik ini.
Kareno ntenurul hemctt saya. politik adalah sttatu gerakan ),ang merniliki
tujuan. lVah, clolatn konflik duoh.Enrc ini nrenurti sayo tidak hanva sekedar
rnssalal't perebutort keknasnon, tapi lenlu ada kalktlasi-kalkulasi mcmiu
Penilu tahun 2014. Apalagi bcberapa orong r(rt:s nrengalnsnamakan JIKTI
cli bavrah pinrpinun Oesnron Sapta adalah juga politisi. Jac{i ntettttrtrl scn Lt itti
adalah polirik. "
u Hasil wa\\.ancara densan Cahy.'o (\Vakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jau'a Tengah Bidang OKK r ersr
Praborvo), bertempat di Sekretariat HKTi Provinsi Jateng (JL Bukit Ra-va. No 21 Semarans). pada 1 7
Juli 201 1. Pukul I 1.00 WIB- Sele sai
'- Hasil wa\\iancara dengan itlanimbang Kahariadv (Ketua DPN HKTI Bidane Hubungan Antar
l-en.rbaga versi Prabou,o), berrenrpat di (iedung Cik's (Jl. Cikini Rava. No 84-86. Cikini)- Pada l0 Juli
101 1. Pirhrl I I {10 \\"lB- Se lesai
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Politisi berpengaruh cli belakang Oesman Sapta yang dimaksud oleh
j\4anirr-rbang adalah Siswor.ro Yudo Husodo yang adalah aktifis Partai Golkar. dari
Heroe Soeparlo yang adalah mantan pengurus Gerakan Tani MKGR. yarlg itu arttnl'a
juga berafiliasi kepada Golkar.
Memang sulit untuk mengambii kesirnpulan tentang mana yang lebih
dominan, apakah konflik ini murni karena permasalahan pelaksanaan mekanisme
organisasi, ataukah sudah termasuk ke dalam permasalahan politik? Masing-masing
pihak mengklaim bahwa merekalah yang benar dengan berbagai alasan. Akan tetapi,
Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo,
mengatakan bahwa konflik dualisme ini tidak hanya sekedar permasalahan
pelaksanaan mekanisme organisasi, akan tetapi lebih pada adanya desain politik
untuk menuju Pemilu periode tahun 2014 mendatang. Sedangkan menurutnya pasal-
pasai yang ada didalam aturan organisasi ataupun AD/ART sangat mungkin dan
sangat bisa diputar-balikkan.
"...Karena n'tentffLrt sayr permasalahan di HKTI ini ndalah lebih pada
kepentingan politik dcripada mekanisme. Secara mekanisme sah mentLrut
sa1,a adalah hasil Mnnas Bali yang memilih Pak Prabow'o sebagcti Ketua
(Jntrmt.... "B
Selarn itu, temuan di lapangan rnenyebutkan bahu'a kepengurusan HKTI versi
Oesman Sapta rnenggunakan dua alamat kantor Sekretariat. Kantor Sekretariat yang
pefiama menggunakan alamat di Gedung Arsip Keuenterian Peftanian. Jl. RM
Harsono No. 3. Ragunan. .Jakafia Selatan. Sclain Kantor Sekretaiiat di Ragunan
tersebut, kepengurusan HKTI versi Oesman Sapta juga tnengeunakan kantor
Sekretariat Operasional yang beralarr.iatkan di Jl. Dr. Satrio C4-18- Casablanka.
6 i{asil \\:a\\'ancara dengan Cah-v-o (\\ akil
Pr-abouo). befiempat di Sekretariat IlKl l
lrrli 101 1. Pukul i L00 \\'lB- Se lc.:,i
Ketua DPP IIKTI Provinsi Jau'a Tengah Bidang CIKK I'ersr
Prorinsi Jatene (Jl. Ilukit Ray'a. No rl -\crtrarang). pada l7
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Jakarta Seiatan. Alamat inilah yang dijadrkan dasar dalam mendaftarkan HKTI ke
Kemenkumham. Hai ini dikecarn keras oleh jajaran pengurus HKTI versi Praborvo,
karena dalarn praktikrya HKTI Oesman Sapta tidak menggunakan Gedung Arsip
Kententan sebagai Kantor Sekretariat. Gedung tersebut merupakan Kantor Sekretariat
HKTI versi Prabowo, dan hal tersebut ilegal serta telah diajukan gugatan kepada
PTUN oleh HKTI versi Prabowo.
Nuansa Politik yang Kental dan Aktor yang Berperan dalam Konflik
Begitu banyaknya aktifis dan tokoh partai politik yang didaulat menjadi pengurus
HKTI, baik pengunis'Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadikan
spekulasi-spekulasi tentang adanya kepentingan politik dalam HKTI. Apalagi dengan
Prabowo Subianto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menjadi Ketua
Umum HKTI. Selain itu. HKTI adalah organisasi yang bergerak di bidang pertanian,
yang bisa juga dikatakan sebagai mata pencaharian pokok bagi masyarakat Indonesia.
Maka dari sana tirnbul pula spekulasi mengenai adanya kepentingan untuk menguasai
ataupun mengatur perjalanan roda ekonomi, yaitu dengan mengontrol aliran
perdagangan bahan pangan.
Susunan kepengurusan HKTI pirnpinan Prabowo Subianto terlihat komposisi
kepengurusan lebih banyak rnelibatkan politisi Senayan daripada petani. Banyak
orang yang selama ini tidak terlibat dalanr dunia pertanian tiba-tiba menjadi pengurus
HKTI Susunan kepengurusan yang terbentuk itu narnpakn,va mempakan sebuah
reaksi dari adanya HKTI tandingan di bar,r'ah Oesuan Sapta Odang. Prabolvo
Subianto terprovokasi oleh susunan pellgurus HKTI di batvah Oesman Sapta Odang
yang ju-ea rrrelibatkan banvak politisi dari lintas parlai. Untuk rrenandingi
kepengurusan itu maka Prabou'o _juga rnerekrut politisi Senayan dari Parlai Gerindra.
Parlai Goikar, Parlai Demokrat. PDIP. PAN, dan beberapa parlai iainnya bergabung
ke HKTI di bau'ah pirnpinrrutrr
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Rivalitas itu sangat terlihat misalnya. ketika adik kandung Gus Dur, Liiy
Wachid, dijadikan pendukung HKTI di bawah Oesman Sapta Odang, maka Prabowo
Subialto mengajak Yenny Wahid. anak kandung Gus Dur. menjadi pengurus HKTI
di bau'ah kepemimpinannya. Bila dernikian, maka konflik dalam HKTI saat ini tak
ubahnya bagaimana keadaan HKTI itu dikali pertama pembentukannya, yakni karena
pengaruh kepentingan dan rivalitas antar parlai politik.
Dengan demikian nuansa politik lebih kental daripada kepentingan genuine
para petani yang membutuhkan asosiasi yang kuat untuk meiindungi kepentingan
mereka. Hal ini diafirmasi oleh hampir semua informan dalam penelitian ini yang
menyatakan bahwa nuansa kepentingan politiklah yang-lebih ada di dalam konflik
yang terjadi di HKTI ini. Jusmi Dwi Atmoko, Wakil Ketua HKTI Provinsi Jawa
Tengah versi Oesman Sapta, menyatakan bahwa dalam konflik dualisme
kepengurusan HKTI ini kepentingan politiklah yang bermain demi menuju ke Pemilu
tahun 2AW.
"Kepentingan politiklah yang bermain di dalam konflik ini, wthft menuju ke
Pentiltt 20I4 rnendatang. "e
Andhi Arsono yang juga Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah verst
Oesman Sapta, juga mengatakan hal yang sempa, bahwa ada kepentingan politik
yang benr-rain di dalam konflik HKTI ini. Akan tetapi. tampaknya Andhi tidak
memberikan pemyataan yang lengkap.
"secara politik, sal;ct pri6odi tidak dapat bt:rbicot'ct ban],ak. ,'llian tetopi, .sct]'a
rctsct kepentingan politik iniptut rtdo. ""'
') Hasil wa\\;ancara dengan Jusnii Du'i Atmoko (Wakil Ketua DPP HKTI Prorinsi.lateng- r'ersi OSO).
bertempat di Sekretariat HKTI Pror insi Jaten-s (Jl. Permata Hr.;au. .A-A. No.Z1 Serlarang). Pada 7 .Iuli
201i. Pukrul 13.00 WIts - Selesai
ru Hasil \lia\liancara dengan Andhi Arsono (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jateng. r'ersi OSO).
berrenpat di Sekr-etariat HK'fl Prr.'. ilsi .lateng (-11. Pemtata Hijau. A.\ No.ll Senrarang). Pada 7 -luli
2011. Puhl ll00 \\'iB'Selesai
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Heroe Soeparto menuduh bahwa kekacauan dan permasalahan dualisme
kepengurusan HKTI adalah permainan Prabor.vo agar tetap bisa menggunakan HKTI
sebagai kendaraan politiknya bersama Parlai Gerindra.
"...Seperti ytu'tg sctya snntpuikan sebeluntnya, bahvct itti odalah kepettlittgcttt
politik Prabov'o yang berntain, unltrk telap biso ntenggunakan HKTI.sebagai^kendaraan 
potitiknl,i pacla Pemiltt periodi mentlatang tal'ttm 2014' "tl
Sepertinya terjadi kekhawatiran di antara para pengurus terhadap perjalanan
politik Prabowo. Hal ini mengingat beberapa tokoh lama HKTI yang berafiliasi
kepada kepengurusan HKTI versi Oesman Sapta. Pertanyaan besamya adalah jika
mereka telah mengetahui bahwa terjadi penyelewengan dan pelanggaran AD/ART
sejak perencanaan Munas, mengapa para pengurus DPN HKTI iainnya tidak
meluruskan, mengingat mereka juga sama-sama rnemiliki wewenang untuk itu?
Di pihak kepengurusan HKTI versi Prabowo, menyatakan bahwa ada upaya
perebutan otoritas HKTI sebagai organisasi kemasyarakatan oleh salah satu Partai
Politik, yang tentu sangat kental nuansa politiknya. Cahyo, Wakil Kelua DPP HKTI
Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo. mengatakan bahwa seolah-olah
HKTI dulunya adalah tmderbott dari Golkar.'' Ini bisa dilihat bahwa sebagian besar
posisi penting dalam HKTI diduduki oleh para tokoh dari Golkar atau yang
berhubungan dengan Golkar. Katakaniah seperti Ketua Umum Mafiono yang juga
aktifls KOSGORO, Sisu,ono Yucio Husodo dari Goikar yang pernah inenjadi Ketua
Umum. Ketua Badali Pertin'rbangan Organisasi DPN HKTI. dan sekarang didautrat
untuk menjadi anggota Deu'an Penasehat DPN HKTI. atau Fieroe Suparto 1,'ang jugr
rnerupakan Cerakan Tani N4KGR. ia juga merupakan satu-satun1,'a pendin HK.fi yang
n.rasih hidup. Bahkan Prabouo SLrbianto sendiri kenapa pada 200'1 bisa nrenjadi
" liasii \liawancara dengan Heroe Soeparto (Pendin FIKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versr
OSO). berrenpat di Kantor HKTI (Jl Dr Satrio C4- t 8. Casablan-ka Jaksel)" pada 25 Juh 201 I - Pukul
12.C0 WlB-Selesai
I: tiasil \\,a\r,ancara dengan t.ah1o (\\'akil Ketua DPP HKTI Provinsi Jau'a Tengah Bidang OKK versi
P;-abog,o). bertentpal di Sckrerarrai iIKTI Proriirsi .]aten-g (J1. Bukit Raya. No ll Semaran.s). pada 17
.luli lC11. Pukui I1.00 \\rlB Srllar
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Ketua Umum HKTI, menurut Cahyo adalah tidak lain karena Prabowo juga
merupakan orang yang dekat dengan Galkar. Lantas ketika Prabowo muncul dengan
Parlai Gerindra, teq'adi selrlacal-n ketidakreiaan dari ntereka bahwa ketika HKTI
berafiliasi kepada selain Golkar. lVlaka terjadilah perebutan kembaii HKTI dari
Prabowo dan Partai Gerindra. Padahal menumt Cahyo, HKTI tidak dapat
diinterpretasikan milik Partai gerindra. Karena keduanya memiliki substansi dan
eksistensi yang berbeda. 
l i
Manimbang Kahariady, Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga
versi Prabowo, juga menyatakan bahrva dalam konflik dualisme kepengurusan HKTI
lebih kental nuansa politiknya dari pada kepentingan ekonomi ataupun yang lainnya.
Manimbang mengatakan,
"Saya berpendapat bahv,a di dalant konflik ini sangat kental nuansa
politisasinya. Menurttt saya sangat kental kepentingan politiknya dalant
upaya perebutan kektrasaan di HKTI ini. Korena dalam kami melangkah
selctlu berpedoman kepada atLLran yang ada, sesttoi prosedur, ntekanisme,
kriteria keryja, AD/ART. Munas sudah kami lal<sanakan sesLtai dengan
AD/ART dan pedoman organisasi."Ia
Maka bisa dilihat bahwa pada dasarnya konflik dualisme kepengurusan di
HKTI ini lebih kepada konflik antar Partai Politik, mengingat bahwa yang paling
gencar dan keras berbicara tentang dualisme kepengurusan ini adalah pengurus HKTI
yang berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, meskipun tidak sen.rua pengums
HKTI yang berpartar politik berbicara tentang dualisme kepengurusan ini. Apabila
clikerucutkan lebih lanjut, maka akan diternukan polarisasi dukringan terhadap dua
Partai Politik. Dua Partai Politik tersebut adaiah Partai Cerindra yang
rr Hasil \1,a\\,ancara deirgan Caii-u-o (Wakil Ketua DPP HK-ll Pror.'insi Jau'a Ten-uah Bidang OKK versr
Prabori.o). benempar di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukrt Ra-va. No 22 Semarang). pada i 7
Juli 201 1- Pukul I 1.00 WIB- Selesai
r'r Hasil \\,awancara dengan lr,laniribang Kahanady (Ketua DPN HKTI Bidang Hribungan Antar
Lenrbasa lersi Prabou'o). berte rlpai i1i Ci.-c1ung C'ik's (.ll {'ikini Rava. No. 8J-86. Cikini). Pada l0 }uli
1011. Pukul ll.Oil \\'lB- Selesai
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diinterpretasikan dengan kehadiran sosok Prabowo Subianto, dan Parlai Golkar yang
sering diinterpretasikan dengan adanya Siswono Yudo Husodo. Dengan kata lain
pada dasantya konflik dualisrne kepengurusan di HKTI merupakan perseteruan antar
Pafiai Politik.
Lantas dalam setting perjalanannya, pastilah terdapat satu orang atau lebih
yang memiliki peran dalarn bergulimya konflik dualisme ini. Heroe Soeparlo yang
juga Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI versi Oesman Sapta,
yang menyatakan bahwa Prabowo yang bermain dalam konflik dualisme ini.
membeberkan sejumlah nama yang menurutnya adalah aktor-aktor kunci yang
menyebabkab bergulirnya konflik dualisme kepengurusan HKTI" Diantaranya adaiah
Prabowo Subianto, Fadli Zon, Rahmat Pambudi, Supriyatno, dan Mafiin Hutabarat.l5
Dari sekian nama yang disebutkan oleh Heroe hanya Rahmat Pambudi saja yang
tidak berafiliasi langsung terhadap salah satu Partai Politik, sedangkan yang lainnya
adalah berafiliasi terhadap Partai Gerindra. Maka dari sini, Heroe membuat satu
kesimpulan bahwa Munas Vil Bali merupakan langkah-langkah yang disetting oleh
Prabowo Subianto dan orang-orang yang ada di lingkaran Partai Gerindra untuk
menjadikan HKTI sebagai instrumen politik dalam mendukung Partai Gerindra pada
Pemilu tahun 2014 mendatang.
cahyo, wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang oKK versi
Prabowo, tidak berkenan menyebutkan aktor-aktor yang bermain di dalam konflik
duaiisme kepengurusan HKTI secara personal. seperli yang disarnpaikan oleh Heroe
Soeparto di atas. Cahyo rlengatakan bahr,va aktor yang bemrain di dalan-r konflik
dualisme kepengumsan FIKTI adaiah lebih bersifat kolektif daripada personal atau
indir.idual. Dari aktor rndividual tersebut. sangat dinrungkinkan adanya partai politik
yang berperan di dalam konflik tcrsebut.
li Hasil wa\\iancara dengan Heroe
OS(}). bertempat di Kantor IIK I I
11.00 \\'iU-Sclesai
Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi
iJl. Dr Satric. {'-1-lE. Casablanla.laksel). pacla 25Juii l0i l Pukul
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"Berbiccu.a lentang aktor, pernrasalahon cli HKTI ini adalah salah satu
bagicut kecil dari Grand Design politik tn'ttuk ntentju ke pestct dentokrctsi
mendatang, );ang kebetilan HKTI merttpakott sa/oh satu ot'goltisctsi t'ttrtg
dijadikan instrtnrten politik di sctna. tr4aka berbicctro oktor kita tidak bisa
ntenyebutkanrrya secat'o satu persatu. Ini ndctlah satu bentttk rencana besor
yang dilakukan oleh san kolektifitas vang mungkin besar pula. Jadi aktor di
sini lebih bersi.fat kolektifitas daripada individu/personal, dan menurut
pribadi saya sangat dinnmgkinkan adanl)a partoi politik yang berntain di
,ono. "16
Jadi bisa dilihat semakin jelas
bermain di dalam konflik dualisme
dukungan HKTI sebagai salah satu
bahwa Partai Politik memiliki kepentingan dan
kepengurusan HKTI. Tujuan akhirnya adalah
instrumen politik bagi Parlai Politik tersebut,
berbagai kalangan dengan berbagai
berlatar belakang Parlai Polrtik. Di
satu dari Wakii Sekjen DPN FIKTI
dalam upaya pemenangan dalam Pemilu periode tahun 2014 mendatang
Pergerakan Kedua Kubu Kepengurusan
Pasca pecahnya HKTI menjadi dua kubu kepengurusan (kubu Prabowo dan k-ubu
Oesman Sapta), bagaimana kondisi kedua kubu kepengurusan HKTI tersebut? Visi
dan Misi yang diusung oleh kedua kubu kepengumsan HKTI tersebut? Dan juga apa
saja program yang dijalankan oleh kedua kubu kepengurusan HKTI tersebut?
Nampakrya kedua kubu kepengurusan di HKTI memperlahankan tradisi larna
dalam kornposisi susurlan kepengurusannya. Baik di kubu Prabowo maupun di kubu
Oesman Sapta susunan kepengurusan terdiri dari
belakang Partai Politik inaupun yang tidak
Oesman Sapta. Isa Harun lrang juga salah




I6 Hasii wa\vancara densan Cahl-o (\\:akrl Ketua DPP HKTI
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Oesman Sapta lebih pelangi, dengan latar belakang atau background Partai Politik,
dan juga lebih banyak iagi dari kalangan praktisi yang tidak berpartai politik,
"Tapi soya legaskan di sini, bahw'a kepengurttsan kami lebih
pelangi, dalam artian kami tidak mempermasalahkan
backgrotmd aw'al kami dari mana, yang penting visi dan misi
kami sattt, yaittt memajukan petani negora Republik
Indonesia. "1 7
Dalam kepengurusan HKTI kubu Oesman Sapta bisa dilihat dalam susunan
kepengurusannya, antara lain Ahmad Mubarok dari Partai Demokrat menjabat
sebagai Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI, Lili Wahid dari Partai
Kebangkitan Bangsa menjabat sebagai Ketua DPN HKTI, Siswono Yudo Husodo
menjadi Anggota Dewan Penasehat DPN HKTI, Isa Harun dari praktisi yang non
partai, dan masih banyak lagi.
Anita Ariyani, salah seorang dari Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabowo,
juga mengatakan hal yang sama. Bahwa kepengurusan HKTI di bawah pirnpinan
Prabowo sangat pelangi, dalam artian terdiri dari berbagai latar belakang Partai
Politik. Bahkan menurut Anita dari sekian banyak total pengurus DPN HKTI versi
Prabowo yang dari Partai Politik hanya beberapa, dan yang lebih dominan adalah dari
praktisi yang non-Partai Politik.
" Sedangkan dalant hal kontposisi kepengrtrr$otl, pengm'us yang ada di kami
sangat profesional, tidak ntengedepankan backgromtd dirim:a, dnn lebih
ben,ariasi latar belokctng Parpolny,o denga]l yang doninan adalah dari
praktisi petani. Dari keselttruhan pengun$ HKTI yang bedtntlah ralt6an,
)'cgtg jari parpol hau,ct beberapa sctia."ts
r7 Hasil wa\vancara dengan Isa Harun (Wakil Sek3en DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor
HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel). pada26 Juli 201l- Pukul 10.00 WlB-Selesai
it Hasii wawancara dengan Anita Ariyani (Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabou'o). benempat di
Bensa*'an Solo Cooffee (Konpieks Geduns Nusantara i DPR RI). Pada 19 -luli 1011. Pukul 14.30
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Akan tetapi dilihat dari susunan kepengumsannya, kepengurusan HKTI versi
prabowo juga berasal dari banyak yang rnemiliki background partat politik. Fadli Zon
yang clari Partai Gerindra menjabat sebagai Sekretaris Jendral, Rahmat Parnbudi yang
tidak berlatar belakangParlai Politik menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Yenni
Wahid putri Gus Dur menjabat sebagai Ketua Bidang Pemasaran Pertanian, Jafar
Hafsah dari Partai Demokrat menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan
Organisasi, Fadel Muhammad dari Golkar menjabat sebagai Wakil Ketua Badan
Pertimbangan Organisasi, Akbar Faisal dari Hanura menjabat sebagai Anggota Badan
pertimbangan Organisasi, Manimbang Kahariady praktisi yang non-parpol menjabat
sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan masih banyak lagi yan9
lainnya.
Ayng menarik, dalam hal visi dan misi, antara kedua belah kubu
kepengurusan HKTI juga tidak terdapat perbedaan yang tajam. Kedua kubu
kepengurusan HKTI sama-sama mengklaim membela dan memperjuangkan
kepentingan petani dan pertanian. Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa
Tengah Bidang OKK versi Prabowo, mengatakan bahwa baik pengurus versi
prabowo maupun pengurus versi Oesman Sapta, dalam hal visi dan misi tidak
nemiliki perbedaan yang mencolok. Kedua kubu sama-sama ingin memperjuangkan
bidang pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
"Saya kira sarna (rpa vctng nzenjadi visi dan ntisi ntereka dengan kita. Yaitu
bagcrintana ntentajukan pertonian dsn ntensejahterakan petanf di
hrclonesia. "1e
Heroe Soeparlo- Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI versi
Oesman Sapta. menyatakan visi dan misi HKTI secara umum sebagai berikut:
re Hasil \\iawancara dengan Cah-vo (Wakil
Prabou'o). bertempat di Sekretariat HKTI
luli 2011- Pukul 1i 00 \\:lB- Selesar
Kerua DPP HKTI Provinsi Jau'a Tengah Bidang OKK 'r'ersi
Provinsi Jateng (Jl. Bukit Rava. No 22 Semarang). pada 17
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"...y,si kita adaloh mensyukuri Fitroh negara kita sebagai negara pertatiatt.
Sedangkan ntisi kita adalah membangttn negaro Indonesia ntenjadi negarct
ctgro industri yang maju. |ulenjadi N4IC (Nev'Agro Industt"i Comltries), yaitu
,rngnro agro inclztslri y,ctttg tnaiu...."20
Sedangkan di kubu Prabowo Anita Ariyani, Wakil Sekjen DPN HKTI versi
Prabowo, menyatakan bahwa mereka memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan
bidang pertanian dan meningkatkan kesejahtreraan petani dan kemajuan pertanian.
"...kami memiliki visi dan misi untuk ntemperjuangkan kepentingan petoni
Indonesia dan juga meningkatkan kes ej ahteraan petani. "2 
I
Program kerja yang ditawarkan juga masih berkisar dalam hal pertanian. Akan
tetapi program yang ditawarkan untuk petani lebih variatif di kubu Oesman Sapta
daripada di kubu Prabowo. Program yang ditawarkan oleh kubu Oesman Sapta tidak
melulu pendampingan terhadap petani, akan tetapi juga mengadakan kerjasama
dengan berbagai pihak, seperti dengan Mabes Angkatan Darat, dan juga dengan
pemerintah Brazll dalam mernbudidayakan jagung dan kedelai, juga program
pembuatan perkebunan jagung di pulau jawa dengan jumlah total luas tanah kurang
Iebih seluas 50.000 hektar tanah. Seperti yang disampaikan oleh Heroe Soepafio,
"Kits ada beberapa program, di antaranya adalah kita sudah memiliki MOU
dengan Mabes AD untuk mengelola sejengkal tanalt di Angkatan Daral untuk
kedat latan pangan Indonesia. Selain in kin membuat program penonanlon
r0 Hasil \\,a\\iancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi
OSO)- bertempat di Kantor HKTI (Ji. Dr. Satrio C4-18. Casabianka Jaksel). pad.a25 Juli 201l, Puk'ul
12.00 WIB-Seiesai
rr Hasii \ryawancara dengan Anita Ari,v-ani (Wakrl Sekjen DPN HKTI versi Praborvo). bertempat di
Bengas an Solo Coolfee (Kompleks Gedung Nusanlara I DPR RI). Pada l9 Juli 201 I . Pukul 1-1.30
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jagung 50.000 hektar. Kita jttgcr sudah memiliki MOU dengan pemerintah
Brazil untttk bttcli claya tanannn iagtmg datt kedelai. "22
Di HKTI kubu Prabowo. program kerja yang ditawarkan untuk petani. juga
rnemiliki program kerja yang bervariasi. Seperti yang disampaikan oleh Cahyo,
Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo,
"Salah satunya adalah KTMI (Komunitas Tani Mandiri) yang di dalamnyo
adalah program ketahanan pongan dan peningkatan pendapatan petani.
Selain itn ada pendampingan-pendampingan terhadap petani, program
energi mandiri yang terintegrasi dengan program ternak terpadu, program
pertanian sehat.... "23
Jadi bisa diketahui, bahwa kedua kubu kepengurusan HKTI memiliki visi dan
misinya masing-masing, dan juga memiliki program kerjanya masing-masing. Lantas
bagaimana mereka menjalankan program kerja mereka sedangkan di dalam internal
organisasi mereka terjadi konflik dualisme kepengurusan yang belum dapat
ditemukan titik terangnya.
Isa Harun, Wakil Sekjen DPN HKTI versi Oesman Sapta, menyatakan bahwa
dengan adanya permasalahan dualisme kepengurusan sama sekali tidak
mempengaruhi kinerja dan eksistensi mereka dalam bekerja. ia menyatakan,
rr Hasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi
OSO)^ bertempar di KantorHKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel). pada25 Juli 2011, Pukul
i2.00 WIB-Selesai
2-' Hasil wa\&.ancara dengan Cahyo (Wakrl Kerua DPP HKTI Provinsi Jau'a Tengah Bidang OKK versi
Prabou.o)- berlempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jaten-e (Jl. Bukit Ra1'a. No 22 Semarang)" pada i 7
Juli 201 1. Pukul i 1.00 WIB- Selesai
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"Sama sekali tidak berpenganth. Kita punya program di lapangatx setiap
hari, dcn kanti fokus pada prograrn kani, dan kami tidak mentikirkan tentang
konflik ini. "2a
Anita Ariyani. Wakil Sekjen DPN HKTI versi Praborvo, juga rnenyatakan hal
yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Isa Harun. Lebih lanjut Anita
menyatakan bahwa lebih banyak organisasi yang memperjuangkan kepentlngan
petani, maka akan lebih baik ke depannya.
"Kalau di HKTI pak Prabowo sama sekali tidak berpengartth. Kami bekerja
unttk petani, dan semakin banyak organisasi yang mengttntsi petani maka
lebih baik. "ts
Berbeda dengan pernyataan Anita, Manimbang Kahariady, Ketua Bidang
Hubungan Antar Lembaga DPN HKTI versi Prabowo, menyatakan bagaimanapun
juga, meskipun fokus seluruh pengurus tertuju pada bagaimana menjalankan program
ke4'a yang dicanangkan, akan tetapi dengan adanya dualisme kepengurusan
selanjutnya menimbulkan beberapa pennasalahan konsolidasi di lapangan. Secara
panjang lebar, Manimbang menjelaskan sebagai berikut,
"secara implisit saya ntenangkap dari perkataan Pak Prabov.,o, Beliau
rnenghimbau rmtuk tidak terlalu ntengtu'as energi untuk meladeni polarisasi
kon/tik ini. Dan pada a**alnlta kami tidak menghiraukannya. Tapi lama
kelamaan kanti terganggu jnga. Karena bagaintanaput juga dengan adan-va
dtnlisme kepengtnsan ini akan mentpengaruhi konsolidasi kami ke havah.
Semisol ntrmcul ucapan hari raya dari HKTI, terlanda Kelua Umunt Oesntan
Sapta- Di tingkat bau,ah kan jadi bingutrg,.r,ang benar );ong n'tana/ Padahal
hasil A{tmas kan Ketrn {:'mtntn}'ct Pak Prabou'o. Akon tempi, kani
menghimbatt kepada pengrot$ di tingkat provinsi dan kabupatenikota untuk
r{ Hasil wawancara dengan Isa Harun (Wakil Sekjen DPN HKTI versi OSO)- bertempat di Kantor
HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18. Casablanl<a Jaksel). pada26 Juli 201l. Pul:ul 10.00 WlB-Selesai
r5 Hasij lvawancara dengan Anita Ari-vani (Wakil Sekjen DPN HKTI versi Praborvo)- bertempat di
Benga*'an Solo Coolfee iKonrpleks Gedung Nusantara I DPR RI). Pada 19 .lLrli 1011. Pukul I'1.10
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tidak terlalu menghirattkan konflik ini, Biarlah kami yang ada Qi DPN yang
mengambil langkah vang lebih v'ise atau biiak elan lebih tenang. "26
Jadi bisa diiihat bagaimana eksistensi kedua belah kubu kepengurusan dalam
menjalankan roda organisasi, rneskipun sedang dililit oleh permasalahan
kepengurusan kembar
?6 Hasil wawancara dengan Manimbang Kahariady (Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar
Lembaga r.ersi Prabou'o). bertempai di Gedung Cik's iJl. Cikrni Ra1"a. No 84-86- Cikini)- Pada 20 Juli
101 l. Puk-ul I 3.00 WIB- Selesai
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BAB IV: POTENSI DAN ARAH REKONSILIASI
Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagairnana iangkah-langkah rekonsil i asi
yang harus diambil. Apakah konflik dualisme kepengurusan ini ke depannya masih
terbuka pintu untuk terwujudnya perdamaian?
Dalam hal ini, pertanyaan awal yang harus dijawab adalah mengapa sampai
saat ini konflik dualisme kepengurusan ini belum dapat diselesaikan di intemal
kepengurusan HKTI? Heroe Soeparto, Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi
DPN HKTI versi Oesman Sapta, mengatakan kepengumsan HKTI yang dipimpin
oleh Prabowo sama sekali tidak mau mengakui bahwa mereka telah melanggar
AD/ART organisasi. Menurut Heroe mereka terus bersikukuh dan tidak mau
mengalah. Sikap seperti inilah yang menurut Heroe adalah penyebab mengapa
konflik dualisme kepengurusan masih belum terselesaikan di internal organisasi
HKTI.
"fuIenttntt saya karena mereka (kubu Prabowo) tidak matt mengalah untuk
mengakui bahv,a mereka melctnggar AD/ART organisasi. Karena ini
backgroundnya adalah background politik, dimana Prabowo ingin
ntenjadikan HKTI sebagai kendaraan politikttya pada tahun 2014 nanri.
Maka ia mau tidak mau harus tetop di HKTI, meskipttn itu ntelanggar
AD/ART organisasi."27
Mar.iimbang Kahariacly28. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN
HKl-l versi Praborvo. dan Anita Ariyani2e- Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabou'o.
rt Hasil \\;arvancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi
OSO). berrempat di Kantor FIKTI (Jl. Dr. Satrio C4- 1 8. Casabianka Jaksel)- pada 25 .luli 20 I I . Pukul
12.00 WIB-Selesai
rE Hasil \r,awancara dengan lr4animbane Kahariady (Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar
Lembaga rersi Praboir.o). bertenrpat di Geduns Crk's (Jl. Cikini Rava. No 84-86- Cikini). Pada 20.iuli
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mengatakan penyebab utama mengapa konflik dualisme beium dapat terseiesaikan dj
dalam internai organisasi HKTI, adalah karena tidak adanya good rlil/ dari kubu
Oesman Sapta untuk berdamai. Menumt Manirnbang dan Anita, kedua belah kubu
(Prabowo dan Oesman Sapta) telah dipertemukan dengan ditasilitasi oleh Direktorat
Jenderal Kesbangpol Linmas Kementerian Dalam Negeri. Di dalam pellemuan
tersebut diharuskan untuk membawa surat mandat dari instansi masing-rnasing.
Kepengurusan HKTI kubu Prabowo telah memenuhi persyaratan dari Ditjen
Kesbangpol Linmas dan membawa surat mandat. Akan tetapi pengurus HKTI versi
Oesman Sapta tidak pernah membawa surat mandat yang disyaratkan oleh Dirjen
Kesbangpol Linmas tersebut. Selama kurang lebih dua kali pertemuan pihak Oesman
Sapta tidak pernah membawa surat mandat tersebut. Menurut Manimbang apablla
dalam hal yang sekecil itu mereka tidak dapat sepakat dan memenuhinya, maka
bagaimana mereka akan bisa sepakat dan memenuhi hal-hal yang lebih besar
sifatnya?30
Selama ini ada dua bentuk rekonsiliasi yang dijalankan dalam upaya
menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan HKTI ini. Pertama, dengan cara
mediasi dengan Ditjen Kesbangpol Linmas. Kedua, dengan pengajuan gugatan oieh
kepengurusan HKTI versi Prabowo kepada PTLIN atas manipulasi data yang
dilakukan oleh HKTI versi Oesman Sapta, Kubu Oesman Sapta merasa tidak
berkepentingan untuk melakukan langkah-langkah rekonsiliasi karena kepengurusan
HKTI versi Oesman Sapta telah lebih dulu mendapatkan pengakuan dari Kernenterian
t{ukum dan Haqr sebagai badan otganisasr.
Akan tetapi, baik langkah rnediasi maupurl langkah hukun masih belunt dapat
rlemberikan titik terang dalarn penyelesaian pemrasalahan duahsme kepengurusan
r'r flasii wawancara dengan Anita ,{riy,'ani (Wakil Seklen DPN HKTI versi Praborvo)- bertempat di
Bengauan Solo Cooffee (Kompleks Gedung Nusantara I DPR RI). Pada 19 Juli 2011. Pukul l-1.i0
WIB-Selesai
t0 Hasil u,awancara dengan iv{anintbang Kahariady (Ketua DPN HKII Bidang Hubungan Antar
Lembaga versi Prabou'o). bertenrpat di Gedung Cik's (.11. Cikini Ra1.'a. No 8-l-E6- Cikini). Pada 20 iuli
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HKTI ini. Langkah rnediasi dengan Ditjen Kesbangpoi Linmas Kementerian Dalam
Negeri mengaiami jalan buntu karena masing-masing pihak bersikukuh atas
pandangannya masing-rnasing dan sama sekali tidak rnau rnengalah satu sama iain.
Akibatnya setelah diadakan kurang lebih dua kaii perternuan, dan keadaan masih
tidak mengalami perubahan, maka Ditjen Kesbangpol Linmas Kementerian Dalam
Negeri menyerahkan penyelesaian lebih intensif di dalam internai organisasi. Apabila
secara internal belum dapat diselesaikan, maka Ditjen Kesbangpol Linmas
Kementerian Dalam Negeri tidak akan memberikan pengakuan atas keberadaan
HKTI sebagai organisasi masyarakat (Ormas).
"Beberapa kali kami mendapatkan undangan dari Kemerrtrian Dalam Negeri
terkait masaltth tersebut. Jadi gini, kubu Prabowo mengusulkan kepada
Kemendagri tmtuk dipertemukan dengan pihak kamL Karena kami kan yang
mendaftar terlebih dulu di Kemendagri, setelah itu datanglah htbu Prabovn
ntendaftar. Pihak Kemendagri tidak bisa mendaftar karena ada dua lembaga
yqng sama. Maka mereke ntengusttlkan untutk dipertemttkan. Dalam
pertenruan tersebut, mereka bersikuktth merekalah yang sah. Tapi secara
legal formal, katnilah yang nxemegang pengakuan dari Kententrian Flukwtt
dan Hant, sedangkan mereka tidak. Jadi kamilah yang sah secara legal
.formal. Karena seperti itu, pertemuan itu tidak membuahkan hasil apa-apa,
dan dari Kemendagri ntenyerahkan kepada kami agar permasalahan ini
diselesaikan terlebih dahttlu secara iniernal. Jika mosih oda dua lembaga
yang sama, Kemendagri tidak akan menda.ftar HKTI. Bagi kami itu tidak
ntasalah, karena tanpa didaftar pun kami bisa eksis. Toh banvak juga LSM
yang tidak terdaftar di Kemenclagri kan?,"31
Sedangkan langkah hukum dilakukan oleh kubu Prabolvo karena menurut
mereka kubu Oesr-nan Sapta melakukan manipulasi data alamat kantor sekretariat
HKTI. Jadi menurut mereka pendaftaran dar-r pengakuan sebagai badan hukun'r oieh
Kementerian Hukum dan Han adalah ilegal. Ur-rtuk harus c'liluruskan dengan -1alan
hukum. yaitu dengan mengalukan gugatan ke PTUN. Namun langkah ini juga belunr
rr Flasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi
OSO). bertempat di Kantor iIKTI (-ll Dr. Satrit', C-+- I E. Casablanka Jaksel). pada 25 .luli 201 l - Pukul
12 00 \\iiB-Selesai
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mendatangkan hasil yang memuaskan. Menurut Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI
Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo, mengatakan bahwa belum
terselesaikannya jalur hukurn yang dilakukan oleh kepengurusan Prabowo adalah
karena hukurn itu sendiri adalah hakekatnya di baw,ah kelompok penguasa yang
berkuasa di Indonesia saat ini, dan kelompok penguasa ini memiliki kepentingan atas
HKTI juga ke depannya.
"...Permasalahannya adalah hukum tersebut adalah milikpenguasa. Dan ini
yang membuat jalur hukum yang kami lakukan menjadi paniang."32
Jadi ringkasnya, langkah-langkah rekonsiliasi dan penyelesaian masalah
dualisme kepengurusan HKTI ini selalu mengalami jalan buntu karena secara intemal
organisasi masih belum bisa didamaikan terlebih dahulu. Selain itu, dinamika politik
saat ini dan ke depannya sangat pula mempengaruhi proses rekonsiliasi dan
penyelesaian masalah.
Lantas apakah konflik dualisme kepengurusan HKTI ini masih bisa
diselesaikan? Dengan lebih optimis, Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa
Tengah Bidang OKK versi Prabowo, mengatakan bahwa kemungkinan untuk
berdamai dan konflik ini didamaikan adalah sangat terbuka luas, seluas kesempatan
untuk terjadi konflik yang lebih besar dari ini. Cahyo bertendensi bahwa konflik
dualisme kepengumsan HKTI adalah lahir dari dinamika politik. Maka berbicara
tentang proses perdamaian adalah seharusnya juga berbicara tentang dinanika politik
ke depannya. Dalam artian menurut Cahyo. bagair:'rana wanta dinantika politik ke
depan sangat mempengaruhi proses rekor:rsiliasi konllik dualisrne kepengumsan
tersebut.
-tl trlasil \\ia\vancara dengan Cah-v-o (\\'akil
Prabon'o). bertempat di Sekretariat HKTI
Juli l0l I - Pukul 1 I .00 WIB- Selesei
Ketua DPP HK f I Provinsi Jarva Tengah Bidang OKK versi
Pror insi Jatenq (.1i. Bukit Ra-u*a- No l2 Senrarang). pada 17
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"sangat mttngkin bisa didamaikan, dan juga sangat mtmgkin perang lebih
besar. Kita lihat saja dinontika politik yang ada ntenielang dan sesudah
Pemilzt periode ntendatang. Pasti sctyn yokin ada vang dapat menjembatani
pcrnnsa/nhatt ini. "t1
Heroe Soeparto, Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI versi
Oesman Sapta, juga mengatakan hal yang sama, yaitu konflik ini rnasih bisa
didamaikan. Akan tetapi, tergantung kepada good ,,-ill dari HKTI kubu Prabowo
untuk bergabung dengan mereka. Karena menurut Heroe Soeparto HKTI itLr adalah
satu, dan jika mereka masih ingin menggunakan narra dan logo HKTI, maka mereka
harus ikut bergabung dengan kubu Oesman Sapta. Apabila kubu Prabowo bersikeras
tidak mau bergabung dengan kubu Oesman Sapt4 maka mereka harus mengganti
nama dan logo yang mereka pakai. Menurut Heroe semakin banyak organisasi
masyarakat yang memperjuangkan kepentingan petani itu akan lebih baik ke
depannya, dan sama sekali tidak ada masalah.3a Pernyataan serupa juga disampaikan
oleh Manimbang Kahariady, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN HKTI
versi Prabowo. Bahwa apabila mereka (kubu Oesman Sapta) masih ingin
nenggunakan nama dan logo HKTI, maka mereka harus bergabung dengan
kepengurusan Prabowo. Apabila tidak mau bergabung, maka mereka harus berganti
nama dan logo organisasi.35
rr Hasil \\:a\\,ancara dengan Cahl'o (\\.akil Ketua DPP IlKTI Provinsi Jau'a Tengah Bidang OKK versi
Prabou,o). bertempat di Sekretariat FIKTI Provinsi .lateng (.11. Bukrt Ra-v..a. No 22 Senrarans)- pada 17
luli 201 l - Pukul i I .00 WIB- Selesai! Hasil wa\\.ancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi
OSO). bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C,+- I 8. Casablanka Jaksei), pada 25 Juli 201 1. Puk'ul
12.00 WIB-Selesai
rj Hasil wawancara dengan lvlanrmbang Kahanady (Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar
Lc-mbaga',ersi Prabou'o).bertenrpatdrGedun-cCik's(.f1.CikiniRa-va.No 84-86.Cikini).Padal0-luli
l01l Prrkrri 11.00 \\'lB- Selesai
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BAB IV: I(ESIMPULAN DAN SARAN
Di dalam penelitian ini, ada beberapa kesimpulan ,vang bisa ditarik. Diantaranya
adalah:
Konflik dualisme kepengurusan HKTI rnemiiiki esensi yang berbeda di antara
kedua kubu kepengurusan. Kubu Oesman Sapta menyatakan bahwa latar belakang
mereka membuat kepengurusan sendiri adalah karena dalam praktiknya
kepengurusan Prabowo tidak menjalankan roda kepengurusan sesuai dengan
AD/ART organisasi. Pelanggaran terhadap AD/ART organisasi tersebut dilakukan
karena Prabowo ingin menjadikan HKTI sebagai kendaraan poiitik bagi Prabowo
menuju Pemilu tahun 2014 mendatang. Sedangkan di kubu Prabowo berpendapat
bahwa konflik dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh HKTI adalah upaya
perebutan kekuasaan HKTI dari tangan Prabowo oleh sekelompok orang memiliki
kepentingan politik menuju ke Pemilu tahun 2014 mendatang.
Konflik dualisme kepengurusan HKTI lebih diwarnai dengan nuansa politik
daripada nuansa ekonomi atau professional. Di mana orang-orang berkepentingan
dengan HKTI adalah mereka yang memiliki atau membawa motif poiitiknya masing-
masing, terutama yang berkaitan dengan Pemilu periode tahun 20i4 mendatang.
Kubu Oesman Sapta menyatakan bahwa aktor-aktor yang berperan penting
dalam perpecahan HKTi adalah mereka para tokoh Partai Gerindra atau yang sejalan
dengan Partai Gerindra. Seperti Fadii Zon. Marlin Hutabarat. Rahmat Pantrudi. dan
Supriyatno- Sedangkan di kubu Prabou,o lebih meiihat aktor yang berperan dalam
peipecahan HKTI sebagai suatu kolektifltas suatu kelori-ipok^ dan tidak
menyebutkannya secara personal atau indirridual. Karena nlenurut mereka perpecahan
di tubuh HKTI adalah suatu rencana politik yang dirancang oleh sekelompok orang
secara kolektif untuk menuju Pernilu periode tahun 20i 4 mendatang. Dan koiektifitas
tersebut sangat dimungkinkan terdiil dari satu Partai Politik atau lebih.
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Secara organisasional, kedua kubu kepengurusan HKTI tidak memiiiki
perbedaan yang berarti. Kedua kubu rnerniliki tujuan. visi, dan misi organisasi yang
sama atau setidaknya rnirip satu sama lain. Masing-n-rasing kubu juga memiliki
program kerja yang ben'ariasi. yang ditau'arkan kepada para petanipun. Akan tetapi.
di kubu Oesman Sapta gencar dilakukan publikasi tentang program kerja yang
dilakukan, semisal lounching program yang dijalankan. Seperti yang baru terjadi
adalah launching penanaman jag.,ng di lahan dengan total luas kurang lebih 50.000
hektar. Sedangkan di kubu Prabowo sama sekali tidak demikian. Dari sana sangat
terlihat bahwa kepengurusan HKTI kubu Oesman Sapta ingin terlihat eksistensinya
yang lebih dari kubu Praborvo.
Sesuatu yang menarik adalah, masing-masing kubu mengaku terus bekerja
sesuai dengan program kerja masing-masing, serta mereka mengaku sama sekali tidak
terganggu dengan adanya masalah dualisme kepengurusan tersebut. Hal ini terjadi
karena anggota HKTI pada tingkat grassroots tidak memiliki rasa memiliki yang kuat
terhadap organisasi. Karena selama ini HKTI di bawah kendali kaum elite, maka
organsasi itu tidak bisa melakukan advokasi terhdap petani seperti ketika terjadi
penggusuran lahan petani (sawah, kebun, dan ladang) atau masalah kelangkaan pupuk
terjadi. Seharusnya HKTI menjadi tempat mengadu para petani, namun fungsi itu
selama ini diambil oleh LSM. Kelompok LSM-lah yang selama ini justru mampu
melakukan advokasi riil dan pembelaan terhadap kaum petani yang lahannya
diserobot oleh pemerintah dan pengembang real estate, seperti yang terjadi dalam
kasus di Cirnacan, Rancamaya. Kedungornbo. dan diberbagai tempat lainnya.
Rekonsiliasi ataupun -jalan penyelesaian masalah masih belurl membuairkan
hasil lantaran nasing-masing kubu kukuh mer.negang prinsip dan pandanganr.lya
rnasing-masing. Masing-masrng kubu sama-sarna tidak mau melepaskan HKTI
sebagai suatu onnas yang bergerak di bidang pertanian. Masing-masing kubu
menuduh kubu yang laim1.'a tidak rnerniliki good vill untuk menyelesaikarr




mau melepaskan HKTI. Menurut masing-masing kubu HKTI itu satu, jika masih
ingin menggunakan nama dan logo HKTI maka salah satu dari kubu harus bergabung
rnenjadi satu dengan salah satu kubu yang lainnya. Jika tidak mau, maka harus ganti
nama dan logo organisasi.
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